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Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan masyarakat,
di Indonesia pernikahan diatur oleh Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, yang menekankan pentingnya pencatatan pernikahan sebagai bukti sahnya
suatu hubungan. Namun masih terdapat banyak pernikahan yang tidak tercatat secara
resmi, yang dapat menimbulkan berbagai masalah hukumdan social, terutama di daerah
tertentu seperti Kota Sawahlunto.

Pasal 3 ayat 1 dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 yang mengatakan bahwa program
ini merupakan pengesahan perkawinan oleh Pengadilan Negri atau oleh Pengadilan
Agama yang berkaitan dengan kepentingan pencatatan perkawinan dan pencatatan
kelahiran. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi pencatatan pernikahan bagi pasangan
yang sebelumnya tidak tercatat, dengan pendekatan yang lebih mudah dan terintegrasi.
Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis efektivitas tata Kelola program Itsbat
Nikah Terpadu dan dampaknya terhadap peningkatan pencatatan status perkawinan di
Kota Sawahlunto. Sealin itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan mendorong mereka untuk
berpartisipasi dalam program ini (Bukhari & Putri, 2023).
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Berdasarkan data dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, program
Itsbat Nikah telah dilaksanakan sebanyak empat kali dari tahun 2021 hingga 2023, dengan
jumlah peserta sebanyak 27 orang dan jumlah akta kelahiran anak yang diterbitkan
sebanyak 18 akta. Pencatatan nikah dianggap sesuatu hal yang menyulitkan bagi segelintir
orang karena adanya tahap yang harus dilewati berupa melengkapi syarat-syarat yang
harus dipenuhi dan beberapa alasan lain berupa faktor penghalang yang melatarbelakangi.
Esensi pencatatan perkawinan selain demi tertib administrasi adalah untuk melindungi
wanita dan anak-anak. Syarat pencatatan perkawinan dimaksud dapat diletakkan
setidaknya dalam dua konteks utama, yaitu: mencegah dan melindugi, wanita dan anak-
anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab.

Untuk kegiatan ini diawali dengan pendataan dan sosialisasi kepada masyarakat
oleh pemerintah kecamatan dan KUA sebagai upaya menginformasikan pentingnya
legalitas pernikahan. Pelayanan dilakukan menggunakan pendekatan jemput bola, di mana
pemerintah turun langsung ke masyarakat untuk mempermudah akses layanan, terutama
bagi masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat kota atau memiliki keterbatasan ekonomi
dan administrasi. Pasangan yang ingin mengikuti program kemudian mendaftar dengan
mengajukan permohonan Itsbat Nikah serta melampirkan persyaratan administrasi seperti
KTP, KK, surat keterangan menikah dari tokoh agama atau saksi, dan dokumen pendukung
lainnya. Selanjutnya, berkas diverifikasi oleh tim terpadu untuk memastikan kelengkapan
dan keabsahan data. Pemohon yang memenubhi syarat dijadwalkan mengikuti sidang Itsbat
Nikah terpadu yang umumnya dilaksanakan di lokasi pelayanan masyarakat seperti kantor
kecamatan. Hakim Pengadilan Agama memeriksa keterangan para pihak beserta saksi
untuk memastikan keabsahan pernikahan secara hukum.

Apabila permohonan dikabulkan, KUA segera mencatatkan pernikahan tersebut
dalam register resmi dan menerbitkan buku nikah. Proses ini langsung dilanjutkan oleh
Disdukcapil dengan penerbitan dokumen kependudukan seperti pembaruan Kartu
Keluarga (KK), perubahan status perkawinan pada KTP-el, serta penerbitan akta kelahiran
anak jika sebelumnya belum dapat diterbitkan. Melalui mekanisme terpadu yang bersifat
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat ini, Itsbat Nikah Terpadu di Kota Sawahlunto
tidak hanya memberikan legalitas perkawinan, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak-
hak administrasi keluarga dan anak secara cepat, efektif, dan humanis.

Persyaratan pengajuan Itsbat Nikah Terpadu di Kota Sawahlunto pada prinsipnya
mengikuti ketentuan yang ditetapkan Pengadilan Agama serta disesuaikan dengan
kebutuhan administrasi KUA dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setiap
pasangan yang ingin mengikuti program ini harus menyiapkan sejumlah dokumen
pendukung, antara lain fotokopi KTP-el suami dan istri, fotokopi Kartu Keluarga (KK), serta
surat keterangan menikah dari tokoh agama atau penghulu sebagai bukti bahwa
pernikahan telah dilangsungkan menurut syariat agama namun belum tercatat secara resmi
negara. Selain itu, diperlukan pula surat keterangan dari Pemerintah Desa atau Kelurahan
yang menyatakan bahwa pasangan tersebut benar hidup sebagai suami istri.
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Dalam proses verifikasi di persidangan, pasangan pemohon juga diwajibkan
menghadirkan dua orang saksi yang mengetahui atau menyaksikan akad nikah mereka.
Pada kasus tertentu, persyaratan tambahan diberlakukan, seperti melampirkan akta cerai
bagi yang pernah bercerai, surat keterangan kematian bagi yang berstatus duda atau janda,
serta surat izin poligami dari pengadilan bagi pemohon yang memiliki istri lebih dari satu.
Jika pasangan telah memiliki anak, akta kelahiran anak turut dimasukkan sebagai dokumen
pelengkap untuk mempermudah penyesuaian data kependudukan setelah penetapan
Itsbat Nikah. Melalui mekanisme pelayanan jemput bola yang diterapkan pemerintah
daerah, seluruh persyaratan tersebut tetap dipenuhi secara prosedural namun dirancang
agar mudah diakses, sehingga masyarakat dapat memperoleh legalitas pernikahan secara
sah, cepat, dan efisien.

Untuk kegiatan ini diawali dengan pendataan dan sosialisasi kepada masyarakat
oleh pemerintah kecamatan dan KUA sebagai upaya menginformasikan pentingnya
legalitas pernikahan. Pelayanan dilakukan menggunakan pendekatan jemput bola, di mana
pemerintah turun langsung ke masyarakat untuk mempermudah akses layanan, terutama
bagi masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat kota atau memiliki keterbatasan ekonomi
dan administrasi.

Pasangan yang ingin mengikuti program kemudian mendaftar dengan mengajukan
permohonan Itsbat Nikah serta melampirkan persyaratan administrasi seperti KTP, KK,
surat keterangan menikah dari tokoh agama atau saksi, dan dokumen pendukung lainnya.
Selanjutnya, berkas diverifikasi oleh tim terpadu untuk memastikan kelengkapan dan
keabsahan data. Pemohon yang memenuhi syarat dijadwalkan mengikuti sidang Itsbat
Nikah terpadu yang umumnya dilaksanakan di lokasi pelayanan masyarakat seperti kantor
kecamatan. Hakim Pengadilan Agama memeriksa keterangan para pihak beserta saksi
untuk memastikan keabsahan pernikahan secara hukum.

Apabila permohonan dikabulkan, KUA segera mencatatkan pernikahan tersebut
dalam register resmi dan menerbitkan buku nikah. Proses ini langsung dilanjutkan oleh
DISDUKCAPIL dengan penerbitan dokumen kependudukan seperti pembaruan Kartu
Keluarga (KK), perubahan status perkawinan pada KTP-el, serta penerbitan akta kelahiran
anak jika sebelumnya belum dapat diterbitkan. Melalui mekanisme terpadu yang bersifat
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat ini, Itsbat Nikah Terpadu di Kota Sawahlunto
tidak hanya memberikan legalitas perkawinan, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak-
hak administrasi keluarga dan anak secara cepat, efektif, dan humanis. Pencatatan sebagai
upaya perlindungan terhadap wanita dan anak-anak dari penyalahgunaan perkawinan,
dapat dilakukan dengan menetapkan syarat agar rencana perkawinan yang potensial
menimbulkan kerugian dapat dihindari dan ditolak. Menurut (Hidayatullah, 2022) Itsbat
Nikah adalah proses legalisasi perkawinan melalui penetapan hakim di pengadilan agama.
Proses ini dilakukan untuk berbagai alasan, misalnya ketika pernikahan sebelumnya hanya
dilaksanakan menurut hukum Islam tanpa pencatatan resmi di kantor urusan agama, yang
sering disebut nikah sirri atau nikah dibawah tangan.
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Itsbat nikah juga bertujuan untuk mengatasi situasi di mana pernikahan yang sah
menurut agama belum diakui secara hukum negara. Upaya ini diatur oleh peraturan
perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan. Bagi
pasangan yang ingin memperoleh pengakuan dan kekuatan hukum negara untuk
pernikahan mereka yang belum dicatat atau tidak memiliki akta nikah, proses ini diatur
dalam Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal
7 KHI mengenai Itsbat Nikah.

Di Indonesia perkawinan dianggap sah berdasarkan dua syarat:

1. Syarat hukum materiil, yaitu perkawinan yang dilakukan sesuai hukum Islam (rukun
dan syarat terpenuhi) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 KHI dan Pasal 2 ayat (1) UU
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kini telah diubah menjadi UU Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Syarat hukum formil, yaitu perkawinan yang tercatat dan berada di bawah pengawasan
Pencatatan Nikah yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KHI. Hasil
yang didapatkan selama dilaksanakannya Itsbat Nikah di Kota Sawahlunto dari tahun
2021 hingga 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 27 orang dan jumlah akta kelahiran
anak 18 akta.

Tabel 1. Laporan Hasil Perubahan Kartu Keluarga dan Pengesahan Anak Pada Kegiatan Itsbat Nikah
Terpadu pada Tahun 2021-2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto

Jumlah
Tanggal Lokasi Akte
N
° Pelaksana Penelitian Peserta Perubahan Kelahiran
KK
Anak
1. 21 Desember Aula Kantor
Camat 6 6 7
2021 .
Barangin
2. 13 Oktober Hall PTBA 8 8 8
2022 PTBO
3. Mall
15 November Pelayanan 6 6 3
2022 Publik Kota
Sawahlunto
4. Perpustakaan
SLAGUSIIS — yt Nomin 7 7 0
2023 .
Talawi
27 27 18

Berdasarkan data dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, program
Itsbat Nikah telah dilaksanakan sebanyak empat kali dari tahun 2021 hingga 2023, dengan
jumlah peserta sebanyak 27 orang dan jumlah akta kelahiran anak yang diterbitkan
sebanyak 18 akta. Pencatatan nikah dianggap sesuatu hal yang menyulitkan bagi segelintir
orang karena adanya tahap yang harus dilewati 6 berupa melengkapi syarat — syarat yang
yang melakukan Itsbat Nikah harus dipenuhi dan beberapa alasan lain berupa faktor
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penghalang yang melatarbelakangi.

Persyaratan pengajuan Itsbat Nikah Terpadu di Kota Sawahlunto pada prinsipnya
mengikuti ketentuan yang ditetapkan Pengadilan Agama serta disesuaikan dengan
kebutuhan administrasi KUA dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setiap
pasangan yang ingin mengikuti program ini harus menyiapkan sejumlah dokumen
pendukung, antara lain fotokopi KTP-el suami dan istri, fotokopi Kartu Keluarga (KK), serta
surat keterangan menikah dari tokoh agama atau penghulu sebagai bukti bahwa
pernikahan telah dilangsungkan menurut syariat agama namun belum tercatat secara resmi
negara. Selain itu, diperlukan pula surat keterangan dari Pemerintah Desa atau Kelurahan
yang menyatakan bahwa pasangan tersebut benar hidup sebagai suami istri. Dalam proses
verifikasi di persidangan, pasangan pemohon juga diwajibkan menghadirkan dua orang
saksi yang mengetahui atau menyaksikan akad nikah mereka.

Pada kasus tertentu, persyaratan tambahan diberlakukan, seperti melampirkan akta
cerai bagi yang pernah bercerai, surat keterangan kematian bagi yang berstatus duda atau
janda, serta surat izin poligami dari pengadilan bagi pemohon yang memiliki istri lebih dari
satu. Jika pasangan telah memiliki anak, akta kelahiran anak turut dimasukkan sebagai
dokumen pelengkap untuk mempermudah penyesuaian data kependudukan setelah
penetapan Itsbat Nikah. Melalui mekanisme pelayanan jemput bola yang diterapkan
pemerintah daerah, seluruh persyaratan tersebut tetap dipenuhi secara prosedural namun
dirancang agar mudah diakses, sehingga masyarakat dapat memperoleh legalitas
pernikahan secara sah, cepat, dan efisien.

Metodologi

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan inklusi, yang
bertujuan untuk menganalisis secara deskripstif. Dalam konteks program Itsbat Nikah,
penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana masyarakat dengan minimnya informasi
yang didapatkan dapat mengikuti kegiatan ini dan bagaimana hal tersebut memengaruhi
dari status pencatatatan perkawinan.

Pendekatan inklusi dipilih untuk memfokuskan penelitian pada kasus spesifik
tersebut, yaitu penanganan dalam mengatasi masalah perkawinan tidak tercatat di Kota
Sawahlunto. Dalam penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data mentah melalui
observasi, wawancara, dan survei. Data tersebut kemudian dikumpulkan dan disatukan
menjadi bentuk yang lebih sederhana agar mudah dibaca dan dipahami.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tata Kelola Dalam Program Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di
Kota Sawahlunto

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Itsbat Nikah terhadap perkawinan
yang tidak tercatata di Kota Sawahlunto belum berjalan dengan optimal. Berdasarkan
indikator tata kelola menurut Sedarmayanti (2004). Menurut Sedarmayanti ada 4 unsur
komponen yang penting dalam program ini, yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan,
dan aturan hukum.
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1. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam konteks Good Governance menurut Sedarmayanti adalah suatu
kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas setiap tindakan dan keputusan
yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara kepada masyarakat, dan
memiliki tujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan publik yang dilakukan secara
efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam program ini terdapat beberapa instansi dalam pelaksanaannya, instansi ini
juga sangatlah penting dalam penyelenggaraan program ini seperti peran KUA yakni
memberikan informasi kepada masyarakat sebagai informasi kepada masyarakat dan
mendampingi masyarakat dalam prapersidangan, DISDUKCAPIL juga berperan sebagai
bagian dari penyelenggaraan bertugas untuk menjadi panitia dalam program ini dan
menerbitkan dokumen administrasi masyarakat, terakhir ada Pengadilan Agama yang
memiliki peran sebagai bagian dari pelaksanaan program ini seperti verifikasi data
pasangan, menyediakan hakim dan menentukan lancarnya jalan persidangan. Di
Sawahlunto akuntabilitas terhadap program ini sudah mulai berjalan walaupun belum
disertai dengan sistem evaluasi terbuka.

2. Transparansi

Transparansi layanan publik adalah salah satu komponen yang bertujuan untuk
mendorong instansi untuk menyelenggarakan layanan yang terbuka dan partipatif. Selain
itu transparansi juga menekankan pentingnya hak dasar masyarakat untuk mengakses
layanan yang adil dan setara. Prinsip transparansi informasi oleh instansi terkait
sebenarnya telah diupayakan, namun belum berjalan secara optimal dan merata. Bisa
dilihat dari pelaksanaan teknisnya belum efektif, sehingga sebagian besar warga tetap
mengalami kesulitan dalam mengakses informasi layanan publik. Untuk memenuhi prinsip
Good Governance, transparansi informasi harus dilakukan secara aktif, terstruktur, dan
mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di
wilayah yang kurang terjangkau.

3. Keterbukaan

Dalam konteks program Itsbat Nikah Terpadu, prinsip ini tercermin dari sejauh
mana pemerintah menyediakan informasi tentang prosedur pengajuan, persyaratan
administrasi, serta jadwal pelaksanaan sidang terpadu melalui berbagai media seperti
website resmi, kantor pelayanan publik, maupun sosialisasi langsung kepada masyarakat.
Penyampaian informasi dilakukan melalui pelayanan langsung di kantor serta saat
kegiatan bersama instansi lain di lapangan. Selain itu, Pengadilan Agama juga
memanfaatkan sarana teknologi berupa layanan memungkinkan masyarakat 68 melacak
perkembangan perkara mereka secara mandiri.

Fasilitas lain seperti nomor pengaduan resmi dan sistem informasi pengawasan juga
disediakan sebagai bentuk keterbukaan, memungkinkan masyarakat menyampaikan
aduan terhadap pelayanan secara langsung. Meskipun demikian, tantangan utama yang
dihadapi masih berkaitan dengan rendahnya pemahaman hukum sebagian masyarakat
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serta keterbatasan dalam akses informasi, sebagian warga juga masih memiliki pandangan
bahwa pengadilan adalah tempat yang rumit atau menakutkan, sehingga enggan untuk
bertanya atau mencari tahu lebih lanjut. Secara keseluruhan, Pengadilan Agama dinilai
sudah cukup progresif dalam melaksanakan keterbukaan hukum, terutama dengan
hadirnya sistem informasi dan sarana pelaporan yang terbuka untuk publik.

4. Aturan Hukum

Pelaksanaan program ini mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma)
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Itsbat Nikah bagi masyarakat yang
tidak atau kurang mampu. Perma ini menjadi dasar hukum utama yang mengatur
mekanisme pelaksanaan sidang Itsbat Nikah secara kolektif dan terintegrasi, dengan
melibatkan tiga instansi kunci, yaitu Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, serta Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Masyarakat yang mengikuti program menyatakan
bahwa sebelum proses itsbat dilaksanakan, mereka diberikan pemahaman mengenai
tahapan-tahapan yang harus dipenuhi, termasuk pembacaan poin-poin penting dari aturan
hukum yang mengatur pelaksanaan Itsbat tersebut.

Hal ini mencerminkan adanya upaya dari pihak pelaksana untuk menerapkan
prinsip keterbukaan informasi, terutama dalam menyampaikan aspek - aspek hukum
secara langsung kepada peserta. Selain itu, adanya penekanan mengenai persyaratan
teknis, seperti keharusan membawa dua orang wali dan sebisa mungkin menghadirkan
wali yang menikahkan sebelumnya, menunjukkan bahwa informasi yang diberikan tidak
hanya bersifat umum, tetapi juga menyentuh aspek substantif dari pelaksanaan.
Masyarakat merasa memiliki gambaran yang cukup jelas mengenai prosesnya, sehingga
secara administratif dan hukum mereka lebih siap. Dalam aturan hukum sudah baik dan
lebih siap.

Tantangan Atau Kesulitan Yang Muncul Dalam Tata Kelola Program Itsbat Nikah Di
Kota Sawahlunto

Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan program Itsbat Nikah dapat
dipahami sebagai belum optimalnya penyelenggaraan program Itsbat Nikah Terpadu di
Kota Sawahlunto. Penggunaan sistem berbasis digital seperti pendaftaran daring dan
pengarsipan dokumen elektronik belum berjalan secara optimal. Akibatnya, proses
administrasi masih dilakukan secara manual, yang memerlukan waktu lebih lama dan
rawan terjadi kesalahan data. Di sisi lain, sebagian besar masyarakat peserta program
berasal dari kalangan pedesaan, kelompok lanjut usia (lansia), dan individu yang tidak
memahami teknologi, sehingga kesulitan dalam mengakses informasi maupun mengikuti
mekanisme pendaftaran secara online. Kondisi ini menyebabkan pelayanan menjadi kurang
efisien, memperlambat verifikasi data, dan menimbulkan ketergantungan pada bantuan
petugas lapangan dalam setiap tahapan pelaksanaan program.

Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaksanaan itsbat
nikah menjadi salah satu kendala dalam keberhasilan program Itsbat Nikah Terpadu di
Kota Sawahlunto. Banyak masyarakat yang masih memiliki persepsi keliru bahwa Itsbat
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Nikah hanya diperuntukkan bagi pasangan yang memiliki permasalahan dalam rumah
tangga atau kasus hukum tertentu, seperti perceraian atau sengketa waris. Padahal, itsbat
nikah juga berfungsi untuk melegalkan pernikahan yang telah dilangsungkan secara agama
namun belum tercatat secara resmi di negara, agar pasangan memperoleh perlindungan
hukum serta hak-hak administratif seperti akta kelahiran anak dan dokumen
kependudukan lainnya. Rendahnya pemahaman ini menyebabkan sebagian masyarakat
enggan mengajukan permohonan itsbat nikah karena merasa tidak memiliki “masalah”
yang perlu diselesaikan di pengadilan. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam program
Itsbat Nikah Terpadu masih terbatas dan belum merata di seluruh wilayah Kota
Sawahlunto.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana dijelaskan diatas, dapat

disimpulkan bahwa:

1. Tata Kelola Program Itsbat Nikah Terpadu merupakan program pemerintah yang
memudahkan masyarakat dalam mencatatkan pernikahan serta memperoleh dokumen
seperti akta nikah, kartu keluarga, dan akta kelahiran anak. Namun, berdasarkan empat
unsur Good Governance menurut Sedarmayanti, pelaksanaannya belum sepenuhnya
terpenuhi. Dari segi akuntabilitas, tanggung jawab instansi terkait sudah berjalan, tetapi
belum disertai sistem evaluasi terbuka. Transparansi masih kurang karena informasi
mengenai jadwal dan prosedur sulit diakses. Keterbukaan juga belum optimal karena
masyarakat dan LSM lokal belum dilibatkan dalam perencanaan. Meski demikian, dari
sisi aturan hukum, program ini telah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 dan
dilaksanakan dengan cukup baik.

2. Itsbat Nikah Terpadu di Kota Sawahlunto masih menghadapi beberapa faktor
penghambat yang signifikan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah kurangnya
pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan, keterbatasan
informasi, serta kurang pahamnya masyarakat dengan platform digital. Keterbatasan
penggunaan platform digital menyebabkan terbatasnya frekuensi kegiatan dan
jangkauan pelayanan, sedangkan kurangnya informasi membuat masyarakat belum
sepenuhnya memahami pentingnya pencatatan perkawinan secara hukum. Kedua faktor
ini secara tidak langsung berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat
dalam program Itsbat Nikah Terpadu.

Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti terkait Tata Kelola
Program Itsbat Nikah Terpadu Terhadap Status Perkawinan yang Tidak Tercatat di Kota
Sawahlunto, penulis mencoba memberikan saran serta harapan yang dapat menjadi bahan
dalam meningkatkan pengelolaan program Itsbat Nikah Terpadu ini:

1.  Untuk meningkatkan efektivitas program Itsbat Nikah Terpadu, perlu dilakukan
sosialisasi yang lebih intensif mengenai manfaat dan prosedur pelaksanaannya,
terutama di wilayah dengan angka pernikahan tidak tercatat yang masih tinggi. Selain
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itu, pelaksanaan sidang terpadu di luar gedung pengadilan perlu diperluas agar
masyarakat miskin dan yang tinggal di daerah terpencil lebih mudah mengakses
layanan ini.

2.  Pemanfaatan teknologi informasi juga perlu ditingkatkan, seperti dengan
mempublikasikan jadwal sidang, prosedur, dan status permohonan melalui website
dan media sosial lain seperti IG, Tiktok, dan FB instansi terkait. Di samping itu,
dukungan anggaran yang memadai sangat penting untuk menjamin keberlanjutan
program dari tahun ke tahun dan memperluas jangkauan pelayanan kepada
masyarakat.
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